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MK Kembali Dengarkan Keterangan Ahli Pemohon dalam Uji Materi Pasal Makar
Jakarta, 13 Juni 2017 — Mahkamah Konstitusi menggelar sidang Mendengarkan Keterangan DPR dan Ahli

Pemohon pada Pengujian Materiil UU Nomor 1 Tahun 1946 tentang Hukum Pidana. Sidang yang teregistrasi
dengan nomor perkara 7/PUU-XV/2017 ini akan dilaksanakan pada Kamis (13/7) pukul 11.00 WIB.
Permohonan yang diajukan oleh Pengurus ICJR Syahrial Wiriawan Martanto bersama rekan-rekannya untuk
menguji norma Pasal 87, Pasal 104, Pasal 106, Pasal 107, Pasal 139a, Pasal 139b dan Pasal 140 KUHP.

Pada sidang Pemeriksaan Pendahuluan, Selasa (24/1) lalu, Erasmus Napitupulu selaku kuasa hukum
Pemohon menilai tidak ada kejelasan dari definisi kata ‘makar’ dalam KUHP yang merupakan terjemahan
dari kata ‘aanslag’. Menurut Erasmus, makar bukan bahasa Indonesia yang dipahami, melainkan dari
bahasa Arab, sedangkan aanslag artinya serangan. Erasmus menjelaskan tidak jelasnya penggunaan frasa

aanslag yang diterjemahkan sebagai makar, telah mengaburkan pemaknaan mendasar dari aanslag.

Menanggapi permohonan Pemohon pada sidang Selasa (9/5) lalu, Agus Haryadi selaku Staf Kementerian
Hukum dan HAM (Kemenkumham) Bidang Hubungan Antarlembaga yang mewakili Pemerintah
berpendapat bahwa Pemohon hanya memaknai kata makar sesuai makna kata dari bahasa Belanda, yakni
aanslag yang artinya serangan. Menurut Pemerintah pemaknaan makar secara norma hukum merupakan
pemaknaan yang diarahkan untuk menjadi makna yang mengikat sesuai kebutuhan yang akan difungsikan

untuk suatu tujuan.

Pada sidang Selasa (24/5) lalu, Pakar Pidana Politik Sri Wiyanti Eddyono mengatakan bahwa semua pasal
yang dimohonkan Pemohon dalam KUHP merupakan pasal yang rumusannya menimbulkan perbedaan
penafsiran. Hal tersebut karena kejahatan makar sebagai kejahatan terhadap keamanan negara merupakan
bagian dari hukum pidana politik dan penerapannya tidak bisa lepas dari kepentingan politik dalam

menafsirkan keamanan negara.

Selanjutnya Pemohon menghadirkan ahli berikutnya pada sidang Selasa (13/6) lalu yakni Wakil Ketua
Bidang Eksternal (PIt.) Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Roichatul Aswidah yang menegaskan bahwa
hukum yang membatasi hak asasi manusia tidak boleh sewenang-wenang dan tanpa alasan. Menurut
Roichatul, aturan hukum yang membatasi pelaksanaan HAM harus jelas dan bisa diakses siapa pun, tidak
bersifat ambigu, serta dibuat secara hati-hati dan teliti. Sehingga Ahli Pemohon berpendapat bahwa pasal
makar harus didefinisikan secara limitatif untuk mencegah tidak jelasnya penerapan pasal-pasal tersebut

yang pada akhirnya dapat menjadi ancaman bagi hak asasi manusia. (Tiara Agustina)
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